
PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

PERATURAN DAERAH K.ABUPATEN MUKOMUKO

HOMOR: Lg TAHUN 2OOs

TENTANG

RETRIBUSI UANG LEGES

DENGAN RAHMAT TUHAFI YANG MAHA HSA

BUPATI HUKOMUKO,

bahwa dalam rangka penertiban clan peningkatarr

Pendapatan Asli Daerah guna menunjang pembangunan

sarana dan prasarana, m;:ka retribusi bidang leges perlu

pengaturan yang sistematis;

b. lrahwa untuk melaksanakan maksud huruf a cli ata:;, perlu

cliatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
ir

Menimbang

Mengingat l.

')

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
'l-ahun 2000 Nomor 246 , Tarnbahan Lsmbaran Negara

Nomor 40aB);

Undang-undang Nomor 03 Tahun 2003 tentang trembentukan

Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten

KatLr di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik

Indonesia -fahun ?-003 Nomor ?3, -t;rmbahan 
Lembaran

Ne,gara Nomor 4266);

tjndang-undanq Nomor 10 fahurr 2004 tentamq pgnrbentukan

[)t:raturilrr Perundan<1 rrnd;rnc;arr (l.ernb.rniri Nr_-qarra

fi.r.:publrk Indonesia l-ahun 200,1 Norrtr:r 53, lanrbahan

I t.rnbaran Negara Nonu;r,l3fi9);
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{l Undang-undang l'lomor :i2 Tahun

Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara

Tahun 2004 Nomor 1.7.5

Nomor 4437 );

Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 ltomor I'26,

Tambahan l-embaran Negara Nomor a43B );

Peraturan Pemerintah Nonror 27 Tahun 198:J tenf;lng Kitab

lJndanq - undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara

liepublik Indonesia l-ahun 1983 Nomor 36, -t-anrbahan

l.embaran Negara 3258);

Peraturz:n Pemerintirh Nonror 0{l '[-ahun 2001 tcrrt;rng

Retribusi Daerah (Lerribaran Negara Republik lndonesier

Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4139);

Peraturan Daerah Nomor 05 lahun 2005 tentanq Struktur

Organisasi dan l"ata Kerja Dinas Daerah Kabr:paten

Mukomuko; ir

Tamhahan

2004 tentang

Republik Indonesia

Lembaran Negara

5.

7.

Dengan Persetujuan Bersarna

DEWAN PERWAKILAH RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO

dan
BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan ; PERATURAN DAERAI{ KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG

RETRIBUSI UANG LEGES.

BAB I
KETENTUAN Uf"IUM

Pasal 1.

Dalam Peiraturan Daerah ini y.rng dimaksud deng;an :

a. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko;
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c.

d.

e.

v'

h.

f

Bupati adalah Bupati Kabupaten Mukomuko;

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomukr:;

Retribusi adalah uang yang dipungut dari pihak ketiga akibat dari pekerjaan

administrasi seperti pemberian surat resmi termasuk salinannya yang dilakukan oleh

Pemerintah Kabupaten Mukomuko;

Pungutan Uang Leges adalah pelayanan administr;rsi alas penerbitan keputumn

Bupati dan atau melegalisasi suatu keputusan;

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan

peraturan perundang - undangan yang berlaku;

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliuputi perseroan terbatas,

perseroan komanditer, flerseroan lainnya, lladan Usaha Milik f'legara atar-r Daeralr

dengan nama dan bentuk apapun, persekutuarr, perkumpulan, firrla konqsi, yayasan,

atau organisasi yang scjcnis, lembaga, dana pcnsiun, bcntuk usalur tctilp :icrta

bentuk badan usaha lainnva.

BAB II
HAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Biaya yang dibayar atas leges dikenal dengan nama Pungutan Uang Leges

Pasal 3

Objek pungutan uang leges adalah berkas atau surat yang ditandatanclani oleh pejabat

yang berweniing d;rn atau surat untuk di[eg;.rli:;ir o[".1r pcjatxrl l)t:rrwt:n;rnr,;.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yanc; rnelaks.inakan legislasi dan

pelegalisiran surat yang ditandatanqani oleh Pe-jabal yanq berwenanq.

BAB III
GOLOTIGAN PUNGUTAN

Pasal 5

Pungutan uanq lcr_;ils elirlolonqkarr st:tnr;ai pi-.layzrrutn ia-.;ir tt'rtt:nt rr

ir
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BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN DAI.AM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARilYA TARIF

Pasal 6

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk

menutup sebagian atau keseluruhan biaya penyelenggaraan penerbitan izin

BAB V

BESAR PUNGUTAN

Pasal 7

(1) Ketentuan tentang besarnya tarif uang leges antara lain :

- Rp. 5.000

- Rp. 10.000

- Rp. 15.000

dan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan [3up;tti.

(2) lenis - jenis yang akan dikenakan biaya lcqcs diatur lebih lanjut dalam Peraturan

Bupati. rr

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal I

Pungutan Uanq L.ecles yarrq tt-,rutanq clipunqut rJi wileyah d;tt:r;rlr lcrrtp.it [x'rty{'lirnqgaraan

leges diberikan.

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAru

Pasal I

Pemungutan Uang Leqt:s ticlak clapat diboroncJk;tr.i.
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BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN,I

Pasal 1CI

(1) Pembayaran Pungutan Uang Leges yang terutang harus dllunasi sekaligus sebelum

diberikan surat-surat atau penyelesaian pihak yang dikehendaki, untuk itu uang

leges harus dipungut.

(2) Tata cara pembayaran dan atau tempat pembayaran pungutan uang legles diatur

dengan Peraturan Bupati.

EAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua Pera[uran yan-q mengatur

' mengenai hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Hal- hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menqenai Teknis

pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

(3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dengan ketentuan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pengaturannya, akan diadakan

perubahan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintalrkan penq;undangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupalen Mukonrukcl

Mukomuko
r 2OO5

OMUKO,

;r
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(1)

(2)

(3)

BAB VIII
TATA CARA PEMSAYARAN

Pasal 1O

(1) Pembayaran Pungutan Uang Leges yang terutang harus dltunasi sekaliqus sebelum

diberikan surat-surat atau penyelesaian pihak yanq dikehendaki, untuk itu uano

leges harus dipungut.

(2) Tata cara pembayaran dan atau tempat pernbayaran punqutan r:nnr.; leqes cliatur

dengan Peraturan Bup;rti.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan bedakunya Peraturan Daerah ini maka s{jmuil Per;lturan y;rnq mengaLur

mengenai hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Hal- hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjanq mcnqenai Teknis

pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tangg.rl diundangkan ctengan ke[entuan]'

apabila dikemudi.rn hari terdapat kekeliruan d.rlam penqaturannya, akan diadakan

perubahan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, rnemerintahk;n penglunclang;in Peraturan

Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupatcn Mukomuko

Ditetapkan di Flukomuko
Pacla tanggal 27 Desember 2005

BUPATI MUKOMUKO,

I tcl

TC}.IWAIV YT,INUS

Dittrt<iartqk:rrt r| Mr lf.crrrr ri.r,

Pada tanggal Oit Jirr,rr,rii200{l

SEKRETARIS DAER+tl r(ABUPATEN Mt,KOMUK( i

LEMBARAN DAERAH KAB(JPATEN MUK0MUKo TAT.II.,N 2OT]5 I{c}Holr : I1,} :;I:nI ., r.
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